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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan yang salah 

satunya mengatur masalah hukum perkawinan. Perkawinan diatur dalam UU 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). 

Sebelum diatur dalam UU Perkawinan, mengikuti ketentuan dalam 

Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata suatu ikatan antara 

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan 

keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi 

juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari 

pihak istri dan para anggota kerabat dari pihak suami.
1
 

Menurut soebakti poesponoto, Hukum Perkawinan Adat adalah urusan 

kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan 

pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.
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Hukum Perkawinan Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 

tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan 

dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat 

perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat 
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kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang 

berbeda-beda.
3
 

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 

menyatakan bahwa: “Undang-Undang memandang Perkawinan hanya 

hubungan keperdataan”.
4
 

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan” 

atau disebut (echtvereniging).
5
 Menurut UU Perkawinan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami 

isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.
6
 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari 

Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan mempunyai hubungan yang 

erat dengan agama atau kepercayaan yang dianut. 

Pengertian Perkawinan menurut Subekti, bahwa perkawinan merupakan 

pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama.
7
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Sejak tahun 1974, bagi calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat dalam UU Perkawinan antara lain 

tentang usia perkawinan. 

Penulis dalam skripsi ini akan meneliti tentang pelaksanaan pengaturan 

batas usia perkawinan di masyarakat Toraja Utara.    

Dilihat dari sisi usia perkawinan menurut undang-undang, bahwa 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun (Pasal 7 UU Perkawinan). Sedangkan menurut adat istiadat 

khususnya adat tanah toraja, dalam menjalankan perkawinan atau suatu 

ikatan sebagai suami istri tidak ada suatu ketentuan usianya, asalkan kedua 

belah pihak menyukai satu sama lain dan mengikuti aturan adat setempat
8
.  

Di sisi lain, menurut Bambang Suwondo menyatakan bahwa menurut 

Hukum Adat Tana Toraja kawin itu sebenarnya terjadi pada saat kedua calon 

suami-istri sudah diberi nasehat/dibacakan Hukum Perkawinan, di mana 

mereka dapat menerimanya secara sadar. Jadi untuk kawin bagi orang Toraja 

adalah sesudah laki-laki dan perempuan itu sudah mampu berdiri sendiri, 

berarti setelah dewasa, yakni 16 sampai 17 tahun ke atas.
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Di sisi lain, menurut Ibu Romba selaku Ketua  Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara Tana Toraja bahwa dalam usia perkawinan Adat Toraja tidak 

diatur secara umum, karena yang menjadi dasar tingkat kedewasaan seorang 
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wanita hanya menggunakan ukuran alamiah yaitu seorang wanita yang sudah 

Menstruasi atau biasa disebut Haid.
10

       

Masyarakat Toraja menganggap bahwa perkawinan itu merupakan suatu 

persetujuan semata antara kedua belah pihak. Persetujuan ini nantinya yang 

akan ditingkatkan kedua pihak menjadi suatu perjanjian yang disebut sebagai 

“rampanan kapa” sehingga pihak-pihak yang melanggar akan dikenanakan 

denda yang harus dibayarkan kepada pihak satunya
11

 

Kesenjangan keadaan tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam 

Pasal 7 UUP dengan syarat perkawinan di masyarakat Toraja Utara yang 

memperbolehkan calon mempelai melangsungkan perkawinan asal sepakat 

dan telah dewasa setara adat (ukuran alamiah), inilah yang melatarbelakangi 

penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul: “Pelaksanaan Pengaturan 

Batas Usia Perkawinan di Masyarakat Toraja Utara.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan pengaturan batas usia perkawinan di dalam Pasal 7 

UU Perkawinan pada perkawinan adat di Toraja Utara? 

2. Bagaimana proses pengesahan perkawinan yang telah dilakukan secara 

adat Toraja Utara menuju proses pengesahan menurut UU Perkawinan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan pengaturan batas usia perkawinan di dalam 

Pasal 7 UU Perkawinan pada perkawinan adat di Toraja Utara. 

2. Untuk mengetahui proses pengesahan perkawinan yang telah dilakukan 

secara adat Toraja Utara menuju proses pengesahan menurut UU 

Perkawinan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Untuk sebagai perkembangan ilmu khususnya hukum perdata di 

bidang perkawinan. 

2.  Untuk memberikan wawasan yang luas mengenai proses 

pengesahan perkawinan yang telah dilakukan secara adat Toraja 

Utara menuju proses pengesahan menurut UU Perkawinan. 

  

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1. Untuk pemerintah: 

Memberikan masukan dan gambaran bagi pemerintah Toraja Utara 

dalam kebijakan mengenai Pasal 7 UU Perkawinan pada 

perkawinan adat di Toraja Utara. 

2. Untuk masyarakat : 
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Memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai 

penerapan pengaturan batas usia perkawinan di dalam pasal 7 UU 

Perkawinan pada perkawinan adat di Toraja Utara dan proses pengesahan 

perkawinan yang telah dilakukan secara adat Toraja Utara menuju proses 

pengesahan menurut UU Perkawinan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan penulisan penelitian ini disusun secara 

sistematika dan dibagi dalam lima bab serta terdiri dari beberapa sub-bab, 

yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini memberikan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan, tujuan 

perkawinan, syarat-syarat dalam perkawinan, keabsahan suatu perkawinan. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yang terdiri jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, 

pendekatan penelitian, dan sifat analisis. 

Bab IV Hasil Penelitian & Analisis 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai 

pembahasan dari rumusan masalah yang terbagi menjadi dua bagian. 



 
 

7 
 

Pertama adalah penerapan pengaturan batas usia perkawinan di dalam 

pasal 7 UU Perkawinan pada perkawinan adat di Toraja Utara dan yang 

kedua adalah proses pengesahan perkawinan yang telah dilakukan secara 

adat Toraja Utara menuju proses pengesahan menurut UU Perkawinan. 

 

Bab V Kesimpulan & Saran 

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah 

dijelaskan pada bab-bab terdahulu dan saran-saran terkait dengan 

permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


